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ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DARI
PERSEROAN TERBATAS (MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995)

H.M. Laica Marzuki

Perseroan Terbatas (PT) menurut UU No. 1
Tahun 1995 tidak dengan sendirinya berstatus
badan hukum (rechtspersoen). PT baru menda-
patkan status badan hukum pada saat akta
pendirian (anggaran dasarnya) disahkaen oleh
Menteri Kehakiman. Hal ini, menurut Laica
Marzuki, dimaksudkan sejalan dengan persya-
ratan status rechispersoon bagi naamloze ven-
nootschap. Status badan hukum bagi perseroan
terbatas menjadikan perseroan sebagai subyek
yang mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri,
disertai kewenangan bertindak secara terlepas
dari harta kekayaan dan kewajiban pribadi
para pengurus persero.

Pendahuluan

Tatkala de Naamloze Vennotschape (NV) - yang diatur dalam pasal 36
s/d 56 Wetboek van Koophandel (W.v.K.} atas dasar Staatsblaad 1847 nr,
23 - pertama dikenal di negeri Belanda, peran kefurutsertaan administrasi
(tata usaha negara) masih bersahaja, sejalan dengan staatsonthouding begin-
sel yang hanya menempatkan administrasi pada fungsi penjaga keamanan dan
ketertiban ’(als nachtwakerzijnde)’ dalam kehidupan bernegara, termasuk di
negeri jajahan Hindia Belanda.

Bermula Naamloze Vennootschap (NV) - yang kelak dinamakan pula:
Perseroan Terbatas (PT) - hanya diberlakukan bagi golongan Eropa. Per-
seroan dagang ini berperan sebagai wadah 'asosiasi modal’ para pedagang
’thandelaren)’. Pertanggungjawaban para aandeelhouder terbatas kepada
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kekayaan ‘faandeel)’ yang ditanamkan mereka dalam perseroan (Rudhi Pra-
setya, 1995: 9-14). . _

Dalam pasal 36 W.v.K. diisyaratkan, bahwa akta Naamloze Vennotschap
(NV) harus disahkan (“bewilliging)’ oleh Gouverneur General atau pejabat
yang ditunjuk. Kelak berdasarkan Staatsblaad 1937 nr. 573, pejabat yang
ditunjuk adalah Directeur van Justice.

Setelah disahkan, akta pendirian Naamloze Vennotschap beserta surat
pengesahannya didaftarkan dalam register umum yang disediakan di kepani-
teraan Pengadilan Negeri, kemudian diumumkan dalam officieel niewsblad.

Perizinan usaha tidak diperlukan. Baru pada sekitar tahun tigapuluhan
diberlakukan Badrijsfreglementerings ordonantie 1934 (Staatsblaad 1936 no.
86) yang mewajibkan lisensi atau izin (‘vergunning)’ usaha dari Directeur
van Economishce Zaken bagi perusahaan-perusahaan yang dikala itu meliputi
sembilan jenis usaha, yakni pabrik sigaret putih, pabrik es, percetakan,
pengecoran logam, pertekstilan, pengasapan karet, perusahaan remilling,
penggilingan padi serta veem.

Pemberian perizinan usaha bagi jenis-jenis usaha dimaksud menandai ta-
hap pertumbuhan tipe negara kesejahteraan modern (“het groei van de mo-
derne welvaaristaat)’ yang semakin melibatkan campur tangan administrasi
dalam kehidupan sosial para warga "(burgers)’, termasuk kehidupan sosial
para kaula ‘fonderdanen)’ di negeri jajahan Hindia Belanda. (Lihat pula E.
Utrecht, 1963: 18-22, Mustamin Daeng Matutu, 1972: 9-19).

Rudhi Prasetya (op. cit, 59-61), memandang keberlakuan ordonansi ter-
sebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi depresi eko-
nomi yang menandai zaman malaise. Perusahaan-perusahaan yang ada dibina
dan dijamin kelangsungan hidupnya, sementara sektor bidang usaha yang
dipandang mengalami kejenuhan pemasaran dilarang melakukan perluasan
usaha, kecuali dengan izin gubernamen. Ordonansi bertujuan mengurangi
persaingan tajam di antara perusahaan yang ada sertz mapan. Guna mencapat
tujuan itu, maka pendirian usaha baru, perluasan perusahaan serta pemin-
dahan lokasi bagi beberapa jenis usaha tertentu, harus terlebith dahulu
mendapatkan lisensi atau izin. Dengan demikian, gubernamen dapat meng-
awasi jalannya perusahaan-perusahaan serta dengan mudah dapat mengarah-
kannya sesuai kebijakan politik gubernamen.

Hal pemberian izin usaha terus berlanjut dalam pemerintahan Republik
Indonesia.
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Pengesahan, Pendaftaran
dan Pengumuman Perseroan Terbatas (PT).

Undang-undang No. | Tahun 1995 diundangkan pada tanggal 7 Maret
1995, namun baru diberlakukan pada tanggal 7 Maret 1996, yakni setahun
setelah diundangkan.

Keberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 mempernyatakan Buku
Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, Pasal 36 sampai dengan pasal 56
Wetboek van Koophandel (W.v. K. Staatsblaad 1847 nr. 23) yang mengatur
hal Naamloze Vennotschap, berikut segala perubahannya, terakhir dengan
Undang-undang No. 4 Tahun 1971, tidak berlaku lagi (Pasal 128 ayat 1),
Ketentuan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesis-
che Maatschappij op Aandeelen, Staatsblaad nr. 569 jo. 717) juga dinya-
takan tidak berlaku (Pasal 128 ayat 3).

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. I Tahun 1995 mengemukakan, Perse-
roan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam Bahasa Indonesia,

Menurut hukum, seperti halnya dengan ketentuan pasal 38 W.v.K. maka
pendirian Perseoran Terbatas (PT) harus dilakukan dengan akta notaris. Apa-
bila Perseroan Terbatas (PT) tidak didirikan dengan akta notaris, maka tidak
ada perseroan terbatas. Pendirian perseroan dengan akta notaris merupakan
syarat keberadaan ."(bestagnsvoorwaarde)’ Perseroan Terbatas (PT).

Walaupun pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 juga men-
syaratkan pendirian perseroan terbatas dilakukan oleh 2 (dua) orang atau
lebih, namun pendirian perseroan terbatas oleh kurang dari 2 (dua) orang
tidak menyebabkan perseroan batal atau bubar. Dalam pasal 7 ayat 3 Un-
dang-undang No. 1 Tahun 1995 dikemukakan, dalam hal setelah perseroan
disahkan, pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam
waktu paling lama 6 {enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, peme-
gang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepa-
da orang lain. Setelah lampau jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud, peme-
gang saham yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi atas per-
ikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepen-
tingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan (pasal 7 ayat 4),

Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995 ti-
dak dengan sendirinya berstatus badan hukum ‘frechtspersoon)’. Perseroan
Terbatas baru memperoleh status badan hukum manakala akta pendirian
(anggaran dasarnya) disahkan oleh Menteri Kehakiman. Hal dimaksud, seja-
lan dengan persyaratan status rechispersoon bagi naamloze vennootschap,
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menurut Wetboek van Kophandel (W.v.K.). Hooge Raad di Negeri Belanda,
dalam putusannya bertanggal 12 Oktober 1932 (Nederlandse Jurisprudentie
1933, hal. 10), mengemukakan bahwa naamloze vennootschap belum berben-
tuk rechtspersoon manakala belum mendapatkan bewilliging dari Minister
van Justice (S.A, Hakim, 1958: 40). '

Status badan hukum '(rechispersoon)’ bagi persercan terbatas menjadikan
perseroan sebagai subyek yang mendiri, memiliki barta kekayaan sendiri,
disertai kewenangan. bertindak secara terlepas dari harta kekayaan dan
kewajiban pribadi para persero pengurus (Lihat pula Rochimat Soemitro: 10-
11).

Pemberian pengesahan dimaksud merupakan kewenangan administrasi
"(administratiefrechtelifkbevoegheid)’ dari Menteri Kehakiman selaku pejabat
tata usaha negara. Pengesahan Menteri atas akta pendirian (anggaran dasar)
perseroan terbatas merupakan perbuatan ketetapan tata usaha negara "(bes-
chikkingsdaad van de administratie)’.

Kewenangan menteri dalam mengesahkan akta pendirian (anggaran dasar)
perseroan terbatas lebih merupakan kewenangan terikat ‘(gebonden bevog-
heid)’, karena pengesahan yang diberikan sangat terikat oleh persyaratan isi
akta pendirian (anggaran dasar) beserta larangannya, sebagaimana dikemuka-
kan secara limitatif dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 jo. pasal 12 dan pasal 13
Undang-undang No. I Tahun 1955. (Philipus M. Hadjon, 1955; 1, 3-4).

Pengesahan menteri diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari setelah permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan
tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan- -
nya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan dite-
rima (pasal 9 ayat 2 dan 3). Perselisihan {geschil) yang timbul dari peno-
lakan pengesahan dapat menyebabkan menteri digugat di hadapan hakim
pengadilan administrasi. -

Di Nederland, kewenangan Minister van Justitie dalam hal pemberian
pernyataan tidak berkeberatan (verklaring van geen bezwaar) atas pendirian
naamloze vennootschap telah turut serta membawa perkembangan baru dalam
dunia hukum administrasi, dengan dikenalnya produk peraturan kebijakan
(beleidsregel). Kewenangan menteri yang dijabarkan dalam ‘interne richt-
lijnen’ - semacam petunjuk pelaksanaan (Juklak) - di kalangan pejabat De-
partemen van Justitie ternyata mengikat para advokat dan notaris guna me-
matuhi interne richtlijneen dimaksud sebagai ketentuan ‘algemene regel’ yang
tidak dapat diabaikan, (A.D. Belinfante, 1985: 84-85).

Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. | Tahun 1995 mengemuka-
kan, perubahan tertentu dari anggaran dasar harus mendapat persetujuan
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Menteri Kehakiman. Surat persetujuan menteri dimaksud merupakan kepu-
tusan tata usaha negara (kutm). Terdapat pula perubahan.anggaran dasar
perseroan terbatas yang cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman (Pasal
15 ayat 3). Kedvua macam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas ter-
sebut harus dibuat dengan akta notaris (pasal 16).

Berbeda halnya dengan pasal 38 W.v.K., maka akta pendirikan Perse-
roan Terbatas (PT) beserta surat pengesahan menteri - menurut Undang-
undang No. 1 Tahun 1995 - tidak didaftarkan dalam register umum kepani-
teraan Pengadilan Negeri. Direksi perseroan wajib mendaftarkan akta pen-
dirian (anggaran dasar) Perseroan Terbatas (PT) beserta surat pengesahan
Menteri Kehakiman dalam Daftar Perusahaan, demikian pula dengan ang-
garan dasar perseroan terbatas beserta surat persetzjuan menteri atau laporan
kepada menteri (Pasal 21 ayat I dan 2).

Daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1995 adalah daftar perusahaan menurut Undang-undang No. 3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Penjelasan Pasal 21 ayat I). Pen-
daftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendafiaran yang ditetapkan
oleh Menteri Perdagangan (Sekarang: Menteri Perindustrian dan Perda-
gangan) pada kantor tempat pendaftaran perusahaan, biasanya di tempat
perseroan berkedudukan. Pembubuhan pendaftaran dimaksud termasuk per-
buatan ketetapan tata usaha negara (beschikkingsdaad van de administratie).

Pendaftaran perseroan terbatas wajib dilakukan dalam waktu paling lam-
bat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan Menteri Keha-
kiman diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan kepada Menteri
Kehakiman (Pasal 21 ayat 2).

Perseroan Terbatas (PT) yang telah didaftarkan, diumumkan dalam Tam-
bahan Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 22 ayat- 1). Permchonan
pengurnuman perseroan dilakukan direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak pendaftaran (Pasal 22 ayat 2).

Perizinan Usaha

Pemerintah Indonesia memperluas cakupan materi (materialsphere) Bed-
rijfsreglementeringsordonantie 1934. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan, ditetapkan pem-
berian lisensi/izin kepada cabang-cabang usaha (bedrijfstakken) yang selama
ini tidak termasuk jenis usaha yang diberikan lisensi/izin atas' dasar
Bedrijfsreglementeringsordonantie 1934. Kewenangan Directeur van Econo-
mische Zaken beralih kepada Menteri Perekonomian. Menteri Perekonomian
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bersama menteri-mentei lain yang terkait menetapkaa pengaturan pemberian
perizinan usaha kepada cabang-cabang usaha yang dipandang perlu menda-
patkan pembinaan.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 disemnpurkan dengan pemberla-
kvan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1957. Kewenangan pemberian
lisensi/izin usaha diberikan kepada menteri yang lapangan tugasnya berkaitan
dengan kegiatan usaha perusahaan yang memohonkan lisensi/izin. Guna
kepentingan koordinasi dalam pengaturan pelaksanaan pemberian lisensi/izin
maka dibentuk Dewan Pembatasan Perusahaan yang diberi kewenangan se-
laku lembaga konsultatif wajib. Kewenangan perizinan usaha didelegir,
bahkan sebagian didesentalisir pelaksanaannya kepada daerah-daerah,

Bagi kegiatan usaha di sektor perdagangan diberlakukan ketentuan Surat
Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada setiap perusahaan (lihat antara lain,
Keputusan Menteri Perdagangan bertanggal 19 Desember 1984, No. 1458/
Kp/XI1/84 dengan segala penyempurnaannya).

Pemberia penrizinan uszaha tidak selalu merupakan kewenangan terikat
(gebonden bevoegdheid) karena pejabat atau badan tata usaha negara dalam
batas tertentu masih dapat mempergunakan discretionary power (freies
Ermessen) dalam menetapkan perizinan usaha, sebagaimana halnya dengan
ketentuan peraturan dasar yang memuat rumusan: " ... permohonan izin
dapat dirolak dalam hal ...", " ... izin dapat dicabut ...", dsb. Perizinan
usaha dapat berupa ’keputusan tata usaha negara terikat®, namun dapat pula
berupa perizinan yang bersifat agak longgar (Keputusan Tata Usaha Negara
Bebas). (Lihat Philipus M. Hadjon, op.cit.: 1-4), :

Kebijakan perizinan usaha tidak boleh menghambat, apalagi melumpuh-
kan jalan kegairahan berusaha. Sudah saatnya pemerintah memacu kehadiran
perseroan-perseroan terbuka (tbk) yang bakal mengemban misi “go public’.

Pemberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 harus mampu melzhir-
kan perserpan-perseroan terbatas yang profesional, tangguh serta profitabel °
sehingga dapat berperan serta mengemban program pembangunan nasional.
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